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DEFINISI

Benturan Kepentingan adalah 

Situasi dimana pegawai yang memiliki kewenangan dan patut diduga memiliki kepentingan pribadi 
untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam setiap penggunaan wewenang 
sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

Gratifikasi adalah 

pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, 
tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas 
lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan 
menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik

Pengaduan Masyarakat yang selanjutnya disebut Dumas adalah 

bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada 
Aparatur Sipil Negara terkait, berupa sumbang pikiran, saran, gagasan, atau keluhan/pengaduan 
yang bersifat membangun

INSPEKTORAT INVESTIGASI



BENTURAN KEPENTINGAN



DEFINISI BENTURAN KEPENTINGAN
“Kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi 

untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam 

penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan 

kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau 

dilakukannya”. 

(UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan)

Situasi dimana Penyelenggaran Negara memiliki atau patut di duga 

memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang 

sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau 

tindakannya” 
(PERMENPAN RB 37/2012 Ttg Pedoman Umum Penanganan Benturan

Kepentingan)

Situasi dimana pegawai yang memiliki kewenangan dan patut diduga 

memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri 

dan/atau orang lain dalam setiap penggunaan wewenang sehingga 

dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya”.
(Permentan 7/2022 ttg Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian
Gratifikasi, dan Pengelolaan DUMAS Lingkup Kementerian Pertanian)



PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN (Pasal 3)

Penanganan Benturan Kepentingan dilakukan melalui 

peningkatan pemahaman dan kesadaran Pegawai terhadap 

bentuk dan sumber Benturan Kepentingan 



Bentuk Benturan Kepentingan (Pasal 4)
a. penerimaan Gratifikasi;

b. penggunaan aset Kementerian Pertanian untuk
kepentingan pribadi atau golongan;

c. penggunaan informasi rahasia Kementerian Pertanian
untuk kepentingan pribadi atau golongan;

d. Perangkapan Jabatan di beberapa instansi yang dapat
menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk
kepentingan jabatan lainnya;

e. pemberian akses khusus kepada pihak tertentu
tanpa mengikuti prosedur dan ketentuan yang
seharusnya diberlakukan; 



Bentuk Benturan Kepentingan (Lanjutan)

f. pelaksanaan pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya 
pengaruh atau harapan dari pihak yang diawasi atau pihak lain yang 
berkepentingan;

g.pelaksanaan Pelayanan Publik tidak sesuai prosedur karena adanya 
pengaruh atau harapan dari pengguna layanan atau pihak lain yang 
berkepentingan; 

h.penetapan keputusan atau kebijakan dipengaruhi pihak lain yang 
berkepentingan;

i. bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali ditentukan lain oleh 
peraturan perundang-undangan;

j. penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang; dan

k.pemberian informasi lebih dari yang telah ditentukan oleh peraturan 
perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa. 



Sumber Benturan 
Kepentingan (Pasal 5) 

a. Penyalahgunaan wewenang

b. Perangkapan Jabatan

c. Hubungan Afiliasi

d. Gratifikasi

e. Suap, dan / atau

f. Kelemahan Sistem Organiasi



Tata Cara Penanganan 

Benting terdiri atas (Pasal 6):

Identifikasi potensi dan 
kegiatan pencegahan

Penyelesaian Benturan 
Kepentingan



Identifikasi Potensi dan kegiatan Pencegahan Benturan 
Kepentingan (Pasal 7)

1. Setiap pimpinan unit kerja wajib:

a. melakukan identifikasi potensi dan merancang kegiatan 
pencegahan Benturan Kepentingan seluruh Pegawai di unit 
kerja yang bersangkutan; dan

b. melakukan sosialisasi dan internalisasi hasil identifikasi 
potensi Benturan Kepentingan dan rancangan kegiatan 
pencegahan Benturan Kepentingan kepada seluruh Pegawai 

di unit kerja yang  bersangkutan 
2.   Berdasarkan hasil identifikasi potensi Benting, Pegawai yang 

dinyatakan memiliki potensi Benting wajib melaporkan kepada atasan 
langsung untuk dilakukan penelahaan potensi Benting



Identifikasi Potensi dan kegiatan Pencegahan Benturan 
Kepentingan - lanjutan

3. Kewajiban pelaporan potensi Benting kepada atasan langsung 
dapat berasal dari penilaian pribadi pegawai

4. Hasil identifikasi potensi dan rancangan kegiatan pencegahan 
Benting dibuat sesuai dengan contoh Format 1 pada lampiran.

5. Laporan potensi Benting dibuat sesuai dengan Format 2 pada 
lampiran



Penyelesaian Benturan Kepentingan (Pasal 8 – 11)

1. Penyelesaian Benting dilakukan berdasarkan laporan dugaan terjadinya Benting
2. Laporan disampaikan:

a. Kepada atasan langsung Terlapor Benting; atau
b. Melalui sistem Dumas dengan melampirkan bukti terkait

3.   Penyelesaian pelaporan Benting yang disampaikan kepada atasan langsung dilakukan dengan mekanisme:
a. Atasan langsung Terlapor Benting memeriksa tentang kebenaran laporan dimaksud paling lama 3 (tiga) hari 

kerja sejak lapran diterima
b. Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan:

1. Tidak terdapat Benting, keputusan dan/atau tindakan Terlapor Benting tetap berlaku;
2. Terdapat Benting, dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak dinyatakan adanya Benting, dilakukan 

peninjauan Kembali terhadap keputusan dan/atau tindakan dari Terlapor Benting oleh atasan langsung 
yang bersangkutan. 

4. Terlapor Benting yang dinyatakan terdapat Benting, dikenai sanksi disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan

5. Hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya disampaikan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan kepada unit kerja 
eselon I terkait dengan tembusan kepada Inspektorat Jenderal paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dinyatakan 
adanya Benting.



Pemantauan dan Evaluasi (Bagian Ketiga, Pasal 12 – 13)

1. Pemantauan dan evaluasi penanganan Benting dilakukan oleh setiap unit kerja, paling sedikit 
1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

2. Hasil pemantauan dan evaluasi penanganan Benturan Kepentingan dilaporkan secara 
berjenjang dan disampaikan oleh unit kerja Eselon I terkait kepada Inspektorat Jenderal 
paling lambat bulan Desember tahun berjalan.

3. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi penanganan Benting paling sedikit memuat:

a. hasil identifikasi potensi dan rancangan kegiatan pencegahan Benturan Kepentingan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a; 

b. pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi hasil identifikasi potensi dan rancangan kegiatan
pencegahan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b;

c. implementasi hasil identifikasi dan rancangan kegiatan pencegahan Benturan Kepentingan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

d. hasil evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan; dan 

e. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf d. 
 



Contoh Pelanggaran Benturan Kepentingan

• Proses pembuatan kebijakan Penyelenggaraan Negara (PN) yang berpihak kepada 
suatu pihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian 
gratifikasi;

• Proses pengeluaran ijin oleh PN kepada suatu pihak yang mengandung 
ketidakadilan atau pelanggaran terhadap persyaratan perijinan ataupun 
pelanggaran terhadap hukum

• Proses pengangkatan/mutasi/promosi personal pegawai berdasarkan hubungan 
kedekatan

• Proses pemilihan rekanan berdasarkan keputusan PN yang tidak professional
• Proses pelayanan publik yang mengarah pada komersialisasi pelayanan
• Tendensi untuk menggunakan aset dan informasi penting Negara untuk 

kepentingan pribadi
• Rangkap jabatan sebagai ekseskutif suatu organisasi atau membuka jasa profesi 

lainnya.



Jenis Benturan Kepentingan

Aktual
• situasi dimana 

seseorang memegang 
jabatan atau 
kewenangan dan saat
ini dalam posisi dapat 
dipengaruhi oleh 
kepentingan pribadi 
atau kelompok ketika 
hendak melaksanakan 
tugas

Potensial
• situasi dimana 

seseorang yang 
memegang jabatan 
atau kewenagan dapat 
terpengaruh 
kepentingan pribadi 
atau pihak lain dimasa
yang akan datang

Persepsi
• situasi dimana 

seseorang
dipersepsikan
memiliki kepentingan 
pribadi atau pihak lain 
ketika menjalankan 
tugas



Jenis Benturan Kepentingan

Aktual
• situasi dimana 

seseorang memegang 
jabatan atau 
kewenangan dan saat
ini dalam posisi dapat 
dipengaruhi oleh 
kepentingan pribadi 
atau kelompok ketika 
hendak melaksanakan 
tugas

Potensial
• situasi dimana 

seseorang yang 
memegang jabatan 
atau kewenagan dapat 
terpengaruh 
kepentingan pribadi 
atau pihak lain dimasa
yang akan datang

Persepsi
• situasi dimana 

seseorang
dipersepsikan
memiliki kepentingan 
pribadi atau pihak lain 
ketika menjalankan 
tugas







GRATIFIKASI



UPG Kementan terdiri atas:

a. Ketua;

b. Ketua Pelaksana;

c. Sekretaris; dan

d. Anggota.

Sekretariat UPG Kementan berkedudukan di Inspektorat Investigasi.

Susunan keanggotaan dan struktur organisasi UPG Kementan ditetapkan dengan Keputusan Menteri

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

INSPEKTORAT INVESTIGASI



Pelaporan Gratifikasi



PELAPORAN GRATIFIKASI YANG DIKECUALIKAN

INSPEKTORAT INVESTIGASI



INSPEKTORAT INVESTIGASI



PENGADUAN MASYARAKAT



• Pengelolaan Dumas dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Pengelolaan 
(UPP) Dumas, terdiri dari:

- UPP Dumas tingkat Kementerian Pertanian      Inspektorat Investigasi  

- UPP Dumas tingkat Unit Kerja Eselon I       Ses Ditjen/Badan, Biro yg 
menangani Humas dan Pengelolaan Informasi Publik

- UPP Dumas tingkat Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Unit kerja yang 
menangani pelayanan publik, humas, atau evaluasi/pelaporan tingkat 
UKPP

PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

INSPEKTORAT INVESTIGASI



• Dalam melaksanakan tugas UPP ditetapkan pengelola Dumas

• Pengelola Dumas Tingkat Kementerian ditetapkan oleh Inspektur 
Jenderal

• Pengelola Dumas tingkat Unit Kerja Es I dan UKPP ditetapkan oleh 
pimpinan unit kerja masing-masing

• Pengelola Dumas ditetapkan dengan ketentuan:

- Pejabat atau Pegawai yg melaksanakan fungsi terkait Dumas, 
Pelayanan Publik, Humas, dan Evaluasi/Laporan

- Paling sedikit terdiri: 1 orang ketua, dan 2 orang anggota (salah 
satunya sbg ADMIN)

PENGELOLA DUMAS

INSPEKTORAT INVESTIGASI



• Pengelola Dumas melakukan verifikasi terhadap kelengkapan laporan Dumas

• Dumas yang dinyatakan lengkap berdasar hasil verifikasi ditanggapi oleh pengelola Dumas dalam
jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Dumas diterima oleh pengelola 
Dumas

• Dumas yang dinyatakan tidak lengkap berdasarkan hasil verifikasi, disampaikan kembali oleh 
pengelola Dumas kepada Pelapor Dumas untuk dilengkapi dalam jangka waktu paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja terhitung sejak Dumas diterima pengelola Dumas

• Apabila dalam jangka waktu berkas laporan Dumas tidak dilengkapi, laporan Dumas dianggap
dicabut.

• Dumas yang telah lengkap diklasifikasikan sebagai:

- Dumas Berkadar Pengawasan; atau

- Dumas Berkadar Pengawasan

TATA CARA PENGADUAN DUMAS

INSPEKTORAT INVESTIGASI



KLASIFIKASI DUMAS

DUMAS BERKADAR 
PENGAWASAN

Informasi mengenai indikasi
terjadi penyimpangan atau
penyalahgunaan wewenang
oleh Aparatur Sipil Negara 
Kementerian Pertanian, pihak
ketiga, atau masyarakat, yang
mengakibatkan kerugian
masyarakat/negara dalam
penyelenggaraan
pemerintahan

DUMAS TIDAK 
BERKADAR 

PENGAWASAN

Informasi mengenai saran 
dan kritik yang konstruktif 
sebagai upaya perbaikan 
Pelayanan Publik dalam 
penyelenggaraan 
pemerintahan

INSPEKTORAT INVESTIGASI



PEMANTAUAN DAN EVALUASI
• Pemantauan dan evaluasi pengelolaan Dumas dilakukan oleh pengelola Dumas terhadap penyelesaian 

Dumas pada penyelenggara Pelayanan Publik

• Pemantauan penyelesaian Dumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a. Dumas Tidak Berkadar Pengawasan, paling lambat 8 (delapan) hari; dan
b. Dumas Berkadar Pengawasan, paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari,

        sebelum batas waktu penyelesaian Dumas berakhir

• Evaluasi dilakukan berdasarkan jenis pengaduan yang diterima, permasalahan pengelolaan dan 
penyelesaian Dumas, serta tindak lanjut hasil evaluasi.

• Evaluasi dilaksanakan secara berkala setiap 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan
• Hasil Pemantauan dan evaluasi disampaikan oleh Pengelola Dumas kepada Pimpinan unit kerja Pengelola 

Dumas
• Laporan paling sedikit memuat: 

- Jumlah dan jenis Dumas yang diterima
- Dumas dalam penyelesaian/penanganan pengaduan

- Dumas dalam penyelesaian/penanganan pengaduan dapat berupa Dumas yang berlum ditindaklanjuti, belum 
diselesaikan, atau yang telah selesai diproses

INSPEKTORAT INVESTIGASI



sigap-upg.pertanian.go.id

APLIKASI 
SARANA PELAPORAN 

dumas.pertanian.go.id

SALURAN PENGADUAN INTERNAL KEMENTAN

(081112122023)

wbs.pertanian.go.id



INSPEKTORAT JENDERAL

TERIMA KASIH
“Mari Kita Berpartisipasi Aktif Wujudkan PERTANIAN 

MAJU, MANDIRI, MODERN TANPA KORUPSI” 
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